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BAB IV 

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG 

PENITIPAN UANG AKIBAT THALAQ 

(MUT’AH&’IDDAH) DI PENGADILAN AGAMA 

SERANG 

 

A. Mekanisme Pemberlakuan Penitipan Uang Nafkah 

Berdasarkan Aturan Hukum. 

Manusia adalah mahluk sosial atau sering disebut dengan 

zoon politicon artinya dimana manusia itu sebagai mahluk pada 

dasarnya selalu ingin hidup bersama, hidup berkelompok-

kelompok sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari 

dua orang, suami-istri ataupun ibu dan bayinya.
1
 

Sadar atau tidak sadar manusia hidup saling berinteraksi 

antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia mempunyai 

rasa dan ingin menikah, pernikahan meupakan Peristiwa-

peristiwa besar dalam kehidupan manusia dibentuk oleh unsur-

unsur alam kehidupan itu sendiri, seperti kebutuhan akan fungsi 

                                                 
1
C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 98. 
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biologis, kelahiran keturunan, kebutuhan akan cinta dan status 

baik laki-laki maupun perempuan.
2
 

Dalam menjalani rumah tangga  tidak selamanya hidup 

rukun sehingga diantara suami atau istri sampai ingin 

mengajukan perceraian. ketika terjadinya suatu perceraian ada 

hak hak istimewa bagi istri yang harus dipenuhi oleh suaminya 

diantaranya nafkah ’iddah dan mut’ah. Seiring dengan berjalannya 

waktu kita sebagai mahluk sosial membutuhkan antara satu 

dengan yang lainnya begitupun dalam hal penitipan uang nafkah 

pasca perceraian yang diberlakukkan oleh Pengadilan Agama 

Serang guna melaksanakan tugas  agar tidak ada lagi hak-hak istri 

pasca perceraian yang tidak dipenuhi oleh pihak suaminya. 

Secara umum,kasus penitipan uang pasca perceraian 

mulai diberlakukan oleh pengadilan agama pada tahun 2019 dan 

mulai ada penitipan uang dilaksanakan oleh pemohon untuk 

menitipkan uang pasca perceraian  pada tahun 2020, ada beberapa 

kasus penitipan pasca perceraian pada tahun 2020 , 16 perkara 

dan  pada tahun 2021 sejumlah  12 perkara. 

                                                 
2
Sonny Dewi Judiasih, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, 

(Bandung : PT Refika Aditama, 2018), h. 86. 
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Adapun mekanisme pemberlakuan penitipan uang nafkah 

’iddah dan mut’ah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Serang 

dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

PERMA NO 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara 

perempuan berhadapan dengan hukum.Menurut Pasal 1 Nomor 3 

Tahun 2017 pedoman mengadili perkara bahwa perempuan 

berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik 

dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai 

saksi, perempuan sebagai pihak. 

Upaya perlindungan hukum perempuan harus setingkat 

atau setingkat dengan perlindungan laki-laki. Hal ini karena 

semuanya berada pada kedudukan yang sama di bawah hukum 

(equality before the law). Sebagai negara hukum, Indonesia perlu 

mengakui dan melindungi hak asasi setiap individu, tanpa 

memandang jenis kelamin, status atau asal usulnya. Hal ini 

memberikan setiap orang hak untuk diperlakukan sama dan sama 

di depan hukum tanpa kecuali. Hal ini diatur dalam Pasal 28D 

UUD 1945, yang memberikan setiap orang hak atas persetujuan, 

jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan 
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perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini ditetapkan untuk 

memiliki. Dengan asumsi ini, semua tindakan diskriminatif 

(terutama terhadap perempuan) dilarang keras. 

Berangkat dari hal seperti ini maka ketika perempuan 

berhadapan dengan hukum ada hak-hak istimewa yang harus 

diberikan kepada perempuan itu seperti kewajiban yang diberikan 

akibat cerai talak yang dijatuhkan oleh laki-laki maka wajib 

memenuhi hak-hak perempuan seperti  nafkah ’iddah dan nafkah 

mut’ah. Perkaranya sering kali terjadi si pemohon (suami) itu 

tidak memberikan hak perempuan tersebut ketika sudah 

ditetapkan oleh majlis hakim untuk memberikan nafkah ’iddah 

dan mut’ah tersebut kepada termohon (istri).  

Sehingga ini yang menjadi dasar ketika Badilag 

mengeluarkan  instruksi tentang formulir kepaniteraan, 

bagaimana caranya perempuan itu mendapatkan haknya dengan 

sistem yang telah diberlakukan oleh pengadilan agama serang 

yaitu penitipan uang nafkah yang diberikan kepada perempuan 

tersebut. 
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Berkaitan dengan formulir naskah penyempurnaannya itu 

dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jendral Badan 

Peradilan Agama Nomor 2418/dja/HK.05/I/2019 Tanggal 2 

Januari 2019 tentang pemberlakuan formulir administrasi 

kepaniteraan pengadilan agama Serang dan mahkamah Syari’ah.
3
 

Sebelumnya memang belum ada teknis penyimpanan 

seperti itu rata-rata ketika penyimpanan seperti itu menjadi uang 

titipan tetapi dalam jangka waktu 6 bulan itu diserahkan kepada 

uang kas negara tapi sekarang sudah tidak lagi berlaku penitipan 

seperti itu, akan tetapi penitipan yang di lakukan oleh pengadilan 

agama serang yaitu ketika si pemohon menitipkan uang nafkah 

’iddah dan mut’ah untuk diberikan kepada termohon dalam jangka 

waktu 6 bulan tidak di ambil oleh pihak termohon, maka uang 

titipan tersebut akan di kembalikan kepada pihak pemohon dan 

bukan masuk ke uang kas negara. 

Ketika perkara cerai talak terutama  yang sudah ada akibat 

talaknya, pada saat sidang ikrar talak  keduanya antara pemohon 

dan termohon itu hadir di dalam persidangan, maka majlis hakim 

                                                 
3
Afiah, Panmud Hukum PA Serang, wawancara dengan penulis di 

kantornya, tanggal 1 Oktober 2021. 
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akan menyuruh pemohon untuk memberikan nafkah ’iddah dan 

mut’ah tersebut kepada termohon dan s pemohon langsung 

mengucapkan ikrar talak pada saat itu juga. Yang paling mudah 

kalau masih berhubungan baik dan masih ada komunikasi di 

antara pemohon dan termohon, maka pihak pemohon langsung 

mengirimkan uang nafkah mut’ah dan ’iddahnya secara langsung. 

Apabila si pihak termohon di perkirakan tidak hadir dalam 

persidangan maka pihak pemohon harus menyerahkan bukti 

kwitansi apabila pemenuhan nafkah ’iddah dan mut’ah itu 

langsung di transfer kepada pihak termohon dan kemudian di 

serahkan kepada majlis hakim untuk di jadikan berita acara untuk 

pengucapan ikrar talaknya. 

Akan tetapi apabila  termohon tidak hadir dan 

komunikasipun sudah tidak ada di antara pemohon dan termohon 

dan belum sempat mengirimkan langsung kepada pihak termohon 

dalam pemenuhan hak-hak istrinya, maka  pemohon 

diperkenankan untuk menitipkan pemenuhan hak-hak  termohon 

kepada pengadilan guna tidak ada lagi pemohon yang tidak 
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memberikan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak 

termohon itu. 

Menurut Analisis Penulis terhadap penitipan uang nafkah 

yang di putuskan oleh hakim tersebut sudah tepat sesuai dengan 

ketententuan perundang undangan yang belaku. Namun selain 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi patokan hakim 

dalam memutuskan perkara penitipan uang nafkah, hakim juga 

harus berpatokan pada pasal 1706 KUHPer yaitu tentang 

penerimaan titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan 

sebaik-baiknya seperti memelihara barang kepunyaan nya sendiri, 

agar pada saat pengambilan uang nafkah tersebut bisa di ambil 

dengan baik, dan bisa diterima oleh termohon. 

 
B. Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Uang Nafkah  

AkibatThal ̅q. 

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin 

dihindari, tetapi apabila tujuan perkawinan itu tidak tercapai lagi, 

memelihara perkawinan dengan syarat-syarat di atas akan 

merugikan kedua belah pihak, keturunannya dan keluarganya. 
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Berdasarkan pertimbangan Perceraian, kalau tidak soal 

siapa yang benar atau siapa yang salah, alasan perceraian 

dianggap sesuai dengan ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974. .. f Tahun 1975 Ketetapan Nomor 9 jo 

Pasal 116 Hukum Islam huruf f Oleh karena itu, permohonan 

cerai dari pemohon adalah beralasan dan dengan izin pemohon 

untuk menyatakan cerai Raj’i kepada pemohon. Harus diberikan. 

Pengadilan Inkuisisi;Sebagai akibat Perceraian atas kehendak 

suami (cerai talak) pemohon bersedia memberi nafkah iddah 

selama masa iddah dan nafkah mut’ah, karenanya sesuai pasal 

149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majlis hakim perlu 

mencantumkan kesanggupan tersebut dalam amar putusan dengan 

menghukum pemohon untuk membayar kesanggupannya tersebut 

kepada termohon dan diserahkan sesaat sebelum pemohon 

mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilaan Agama 

Serang; 

Dalam pemenuhuhan hak-hak istri pasca perceraian ada 

hak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya yaitu mut’ah 

dan nafkah ’iddah yang wajib diberikan oleh suami terhadap 
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istrinya yang di talak, sebagai suatu pemberian harus diberikan 

kepada istrinya selama masa iddah. 

ketika Allah Maha Bijaksana mewajibkan adanya masa 

iddah bagi wanita yang ditalak, maka dia juga mewajibkan suami 

yang mentalak untuk memberi nafkah kepadabekas istrinya. hal 

itu karena suami adalah penyebab terjadinya talak dan masih 

terkait dengan tali perkawinan hingga habis masa iddah. 

Terkadang seorang istri yang ditalak itu fakir dan tidak ada 

seorangpun yang menanggungnya. Maka dari itu suami yang 

mentalak istrinya wajib memberinya pemenuhan hak-haknya 

yaitu nafkah selama masa ’iddah. 

Kewajiban suami agar membayar nafkah mut’ah terhadap 

istrinya yang dicerai talak ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah (2) dan surah Al-Ahzab (33) sebagai 

berikut: 

َِ  ُدًُٓ لِّلْوُخَّقِييَْ ذٰلكَِ  الْكِخٰبُ لََ زَيْبَ  فِيْ
 لَ

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguaan 

padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa (Q.S: Al-

Baqarah:2)
4
 

                                                 
4
Enang Sudrajat, dkk., Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur’an dan Terjemahannya, ...,  h.2. 
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لٰٔ  ّْ لِيَّتِ الَُْ ُِ جَ الجَْا جْيَ حبَسَُّ لََ حبَسََّ َّ حِكُيَّ  ْْ قسَْىَ فيِْ بيُُ َّ
اقَِوْيَ  َّوَا َّ لَُ اًِ ْْ زَسُ َّ  َ

اطَِعْيَ اّللّٰ َّ كْٰةَ  اٰحيِْيَ الصَّ َّ لْٰةَ  الصَّ

يطَُِِّسَكُنْ  َّ ُْلَ الْبيَْجِ  جْسَ اَ ٌْكُنُ السِّ ُِبَ عَ ُ لِيرُْ
يسُِيْدُ اّللّٰ

ِِيْسًا حطَْ
 ج

 

”Dan hendaklah mereka kamu beri mut’ah bagi 

yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang 

tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian 

dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi 

orang-orang yang berbuat kebajikan”.
5
 

 

  Dan kewajiban suami membayar nafkah terhadap istrinya 

dalam rumah tangga secara umum dijelaskan oleh Allah SWT 

dalam Qur’an Surah Al- Baqarah ayat 233 

ّْف  حُِيَُّ باِلْوَعْسُ َْ كِسْ َّ دِ لََ زِشْقُِيَُّ  ْْ لُ ْْ عَلَٔ الْوَ َّ  
 

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian 

mereka dengan cara yang patut”.
6
 

 

 Kewajiban suami selaku kepala rumah tangga untuk 

menafkahi istri bersama anak-anaknya selama dalam ikatan 

perkawinan, inlklud kewajiban menafkahi bekas istri selama 

menjalani masa ’iddah bilamana terjadi perceraian antara suami 

dan istri yang diberikan pada saat sebelum terjadinya ikrar talak. 

                                                 
5
Enang Sudrajat, dkk., Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur’an dan Terjemahannya, ..., h. 422. 
6
Enang Sudrajat, dkk., Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur’an dan Terjemahannya, ..., h. 37. 
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Namun kenyataan di pengadilan agama Serang telah 

memberlakukan penitipan uang nafkah akibat talak mut’ah dan 

’iddah. Terdapat fakta bahwa perkawinan antara Pemohon  dan 

termohon mengabulkan Permohonan pemohon yaitu suami untuk 

menitipkan uang nafkah di pengadilan. 

Seharusnya nafkah ’iddah dan mut’ah diberikan oleh 

pemohon kepada termohon pada saat sebelum ikrar talak di 

laksanakan agar kewajiban atau pemenuhan hak hak istri pasca 

perceraian bisa terpenuhi secara langsung dan langsung diterima 

oleh pihak termohon. 

 Dengan berbagai pertimbangan hakim dan  dilihat dari 

berbagai kondisi sehingga majlis hakim memutuskan pihak  

pemohon untu menitipkan uang nafkah tersebut kepada 

pengadilan agar tidak ada lagi suami yang tidak  memberikan 

pemenuhan hak-hak termohon pasca perceraian yg tidak 

diberikan oleh pihak pemohon 

Sebelum terjadinya ikrar talak pada saat sidang di 

pengadilan Agama, pihak termohon berhak menolak pelaksaan 

ikrar talak, apabila pihak pemohon belum siap bayar nafkah 

mut’ah dan ’iddah. 
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Apabila pihak pemohon sudah siap untuk membayar  uang 

nafkah ’iddah dan mut’ah kepada pihak termohon dan  kemudian 

berlangsung ikrar talak untuk memberikan uang nafkah iddah dan 

mut’ah tersebut kepada pihak termohon. 

Kemudian apabila pihak termohon dalam pemutusan ikrar 

talak tidak hadir maka pihak pemohon boleh menitipkan uang 

nafkah ’iddah dan mut’ah tersebut kepada pihak pengadilan sesuai 

dengan PERMA No 3 Tahun 2017. Dalam kasus penitipan uang 

nafkah ada  beberapa syarat yang harus di penuhi oleh pihak 

pemohon diantaranya: 

1. Pemohon harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh 

pihak pengadilan 

Bahwa pihak pemohon telah menitipkan uang nafkah 

kepada petugas kami dan kemudian akan di beritahukan kepada 

pihak termohon terkait penitipan uang nafkah ’iddah dan mut’ah 

pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan. 

2. Harus memberikan tanda bukti berupa kwitansi kepada majlis 

hakim. 
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Kalau sudah mendapatkan bukti penerimaan dari petugas 

pengadilan yang kemudian pihak pemohon datang keruang 

sidang dan menunjukan bukti tersebut kepada majlis hakim 

bahwa pemohon sudah menitipkan uang nafkah iddah dan mut’ah 

tersebut kepada pihak pengadilan, yang kemudian akan di 

buatkan berita acara persidangan untuk di sampaikan kepada 

pihak termohon terkait uang nfakah ’iddah dan mut’ah tersebut. 

Apabila segala ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi 

oleh pihak pemohon untuk menitipakan uang nafkah iddah dan 

mut’ah ke pengadilan agama maka dengan berbagai 

pertimbangan dan melihat dari sudut pandang maka majlis hakim 

akan mengabulkan pihak pemohon untuk menitipkan uang nafkah 

’iddah dan mut’ah ke pengadilan agama. setelah diputuskan oleh 

majlis hakim untuk menitpkan uang nafkah ’iddah dan mut’ah 

pihak termohon langsung mengucapkan ikrar talak dihadapn 

majlis hakim pada saat persidangan. Kewajiban nafkah istri pasca 

perceraian diberikan oleh pihak pemohon sebelum ikrar talak di 

ucapkan oleh pihak pemohon.
7
 

 

                                                 
7
Kiki Yuliantika, Panmud Permohonan PA Serang, wawancara 

dengan penulis di kantornya, tanggal 30 September 2021. 
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C. Perspektif Hukum Islam Tentang Penitipan Uang Akibat 

Thal ̅q 

Nafkah merupakan sesuatu yang diinfakkan oleh 

seseorang untuk keluarganya, begitupun nafkah suami yang harus 

diberikan kepada istrinya. 

Para fuqaha bersepakat bahwa nafkah istri itu wajib 

hukumnya atas suami yang merdeka dan hadir atau ada. Jika 

seorang wanita telah menyerahkan diirinya kepada seseorang 

lelaki dengan cara pernikahan yang sah maka ia berhak 

mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya dari suami baik 

makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. 

 Nafkah bagi istri tidak hanya diberikan oleh suami dalam 

ikatan perkawinan yang sah saja, akan tetapi ketika terjadi suatu 

perceraian di antara keduanya maka suami wajib memberikan 

nafkah ’iddah kepada istrinya tersebut. 

Para ulama sepakat bahwa istri yang dicerai talak raj’y 

dan sedang hamil masih wajib diberi nafkah oleh suaminya 

karena masih terhitung sebagai istri, Allah SWT berfirman: 



 94 

  َُُّي ّْ لََ حضَُاۤزُّ َّ جْدِكُنْ  ُّّ يْ  ُيَُّ هِيْ حَيْثُ سَكٌَْخنُْ هِّ ْْ اسَْكٌُِ

ِِيَّ  ا عَليَْ ْْ لِخضَُيِّقُ
ص
ِِيَّ   ا عَليَْ ْْ اىِْ كُيَّ اُّلََثِ حَوْلٍ فاًََفْقُِ َّ

ٔ يضََعْيَ حَوْلَِيَُّ  حَخّٰ
ح
زَُيَُّ   ْْ ُيَُّ اجُُ ْْ فاَىِْ ازَْضَعْيَ لكَُنْ فاَٰحُ

ح
 

فٍ  ّْ ا بيٌَْكَُنْ بوَِعْسُ ّْ أْحوَِسُ َّ
ح
اىِْ حعََاسَسْحنُْ فسََخسُْضِعُ لََُ   َّ

اخُْسٰٓ
 صلٔ

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 

kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati 

mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) 

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka 

berikannlah imbalannya kepada mereka; dan 

musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan 

lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S At-

Thalaq:6)
8
 

 

Ketentuan hukum akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian menurut ketentuan Undang-undang anatara lain 

pengadilan dapat mewajibakan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri. Biaya penghidupan dan sesuatu 

kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah 

nafkah ’iddah dan mut’ah, seperti yang diatur dalam kompilasi 

                                                 
8
Enang Sudrajat, dkk., Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-

Qur’an dan Terjemahannya, ..., h. 559. 
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hukum Islam tentang akibat putusnya perkawinan karena talak, 

anatara lain bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak 

kepada bekas istrinya. Baik berupa uang ataupun benda, kecuali 

bekas istri qabla al-dukhul. Memberi nafkah maskan dan kiswah 

kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali istri itu dijatuhi 

talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

Kemudian mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan 

syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul dan 

perceraian atas kehendak suami. 

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa kewajiban memberi 

mut’ah yang layak oleh bekas suami kepada bekas istrinya adalah 

bersifat imperelatif dan melekat baik berupa finansial (uang) 

mapun non-finansial (berwujud benda). Kecuali bilamana suami 

sitri ketika hidup berumah tangga, istri sama sekali belum pernah 

digauli oleh suaminya (qabla al-dukhul). 

Demikian halnya kewajiban bekas suami untuk 

memberikan nafkah terhadap bekas istrinya selama dalam masa 

’iddah, adalah merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan 

melekat yang dimaksud disini adalah kewajiban yang tak 
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terpisahkan dengan rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh 

suami terhadap istrinya, dapat dipahami bahwa timbulnya 

kewajiban mut’ah dan nafkah ’iddah adalah karena akibat 

terjadinya talak. Bilamana tidak terjadi talak maka kewajiban 

memberikan nafkah mut’ah dan ’iddah pun tidak ada.  

Nafkah mut’ah dan nafkah ’iddah hanya berlaku pada 

perceraian suami-istri pemeluk agama Islam yang diproses di 

pengadilan Agama. Nafkah muta’ah adalah pemberian dari bekas 

suami kepada istrinya yang dijatuhi talak beruapa uang  atau 

benda lainnya. Nafkah ’iddah adalah nafkah yang wajib diberikan 

kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 

bulan tergantug dengan kondisi haid yang dicerai. 

Bagi setiap perempuan yang diceraikan berhak 

mendapatkan mut’ah, kecuali perempuan yang telah ditetapkan 

mahar untuknya, dan yang diceraikan sebelum digauli, yang 

menjadi penyebab bagi terjadinya perceraian, yang memiliki hak 

untuk bercerai, perpisahan dengan kematian, perpisahan akibat 

li’an dengan sebab suami, dan perpisahan dengan sebab istri. 
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ا  ْْ ّْ حفَْسِضُ ُيَُّ اَ ْْ لََ جٌُاَحَ عَليَْكُنْ اىِْ طلََّقْخنُُ الٌِّسَاۤءَ هَا لنَْ حوََسُّ

لَِيَُّ فسَِيْضَتً 
صلٔ
عَلَٔ   َّ سِعِ قدََزٍُُ  ْْ ُيَُّ عَلَٔ الْوُ ْْ هَخِّعُ َّّ

الْوُقْخسِِ قدََزٍُُ 
ح
هَخاَعًا 

م
فِ   ّْ باِلْوَعْسُ

ج
 حَقاًّ عَلَٔ الْوُحْسٌِِييَْ 
“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah 

(Pemberian) pemberian kepada mereka. Orang yang 

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya. (QS. Al- Baqarah 236)
9
 

 

Seorang hakim dalam menetapkan putusan dan hukum 

terhadap perkara yang dihadapinya harus berpedoman pada 

dasar-dasar hukum. Penetapan hukum harus melihat pada sebab 

adanya peristiwa hukum yang nantinya menentukan hukum yang 

di  tetapkan oleh hakim.  

Pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu perkara, 

hakim pengadilan agama berpatokan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti Undang-undang perkawinan, 

kompilasi hukum Islam, serta acuan hukum lainnya seperti Al-

Qur’an, Hadits, Ijama dan qiyas, seperti halnya dalam 

menetapkan penitipan uang nafkah pasca perceraian hakim 

pengadilan agama berpatokan pada peraturan pemerintah 

PERMA NO 3 Tahun 2017, sehingga dalam memutus suatu 

penitipan tidak ada hal-hal yang menyimpang dan bersifat adil. 

                                                 
9
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed 

Hawwas, Fiqih Munakahat, ..., h.212. 
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Hukum Islam dan hukum positif mengatur dengan jelas 

bahwa seorang laki-laki yang mentalak istrinya maka membawa 

akibat hukum, seperti memberi nafkah ’iddah dan mut’ah. Sesuai 

dengan syari’at Islam, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dalam konteks penitipan uang nafkah ke pengadilan 

menurut perspektif hukum Islam itu diperbolehkan karena sesuai 

dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang berlaku, 

seperti peraturan perundang-undangan, lembaga yang di titipkan 

nya itu amanah dan dapat menjaga uang titipan tersebut dengan 

sebaik-baiknya. 

Menurut analisis penulis apabila dikaitkan dengan 

pendapat para fuqaha, nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami 

yang merdeka dan hadir atau ada. Adapun pemberian nafkah 

pasca perceraian itu harus diberikan pada saat suami menjatuhkan 

talaq kepada istrinya, seperti halnya ketika suami mengucapkan 

ikrar talak pada saat persidangan, maka suami harus memberikan 

nafkah pasca perceraian tersebut kepada istri, apabila istrinya 

tidak hadir maka pemenuhan nafkah pasca perceraian tersebut 

dititipkan kepada pengadilan sesuai dengan peraturan pemerintah 

PERMA Nomor 3 Tahun 2017.  


